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Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang
Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Ketenagakerjaan

1. Memahami prinsip pelayanan publik: cepat, tepat dan sederhana

2. Memahami pentingnya keterbukaan informasi publik

3. Memahami tugas dan fungsi organisasi

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Penanganan Keberatan
2. SOP Permintaan Perpanjangan Waktu Penyampaian Pemberitahuan Tertulis

1. Formulir Permohonan Informasi Publik

2. Salinan KTP untuk Pemohon perorangan atau kelompok orang
3. Salinan Surat Pengesahan sebagai Badan Hukum Indonesia dari Kementerian
4. Hukum dan HAM untuk Pemohon Badan Hukum Indonesia

5. Surat Kuasa dan salinan KTP Penerima Kuasa

6. Aplikasi surat elektronik berbasis web

7. Aplikasi pengiriman pesan singkat (SMS)

8. Aplikasi pengiriman pesan Whatsapp

9. Aplikasi Sistem Informasi PPID

10. Telepon

11. Register Permohonan

12. Naskah Dinas

13. Informasi dan salinan yang diminta oleh Pemohon

14. Komputer, printer dan mesin pemindai

15. Help desk PPID

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jangka waktu memberi tanggapan informasi maksimal 10 (sepuluh) hari kerja (terhitung dari
tanggal dikeluarkannya Register), dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja dengan
pemberitahuan.

Di simpan sebagai data elektronik dan manual

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN




Lampiran
Nomor SOP: 1/11/HM.08/11/2025
Tanggal Pembuatan: 03 Februari 2025

Pengelolaan Permohonan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Ketenagakerjaan

Pelaksana Mutu Baku

No. Kegiatan Koordinator Pendapat | Subkoordinator " 2 Keterangan
* Pemohon Karo Humas selaki | " m dan Humas | Layanan Informasi dan | Uit ESelon | slaku Tim PPID Boreyseatan) Waktu Output *
PPID Utama b PPID Unit Kerja yang Kelengkapan
nternal Pengaduan AL
menauasai informasi)
1 2 3 4 5 6 7 8 " 12 13 14
1 i Tnformasi PUblk kepada PPID a Formuir Permononan Informas! T hen | dokumen
(D) Pubik pemohonan
b Salinan KTP unluk Pemohon informasi
perorangan atau kelompok orang
c.Salian Surat Pengesahan sebagai
Badan Hukum Indonesia dari
Kementerian Hukum dan HAM untuk
Pemohon Badan Huku Indonesia
d Surat Kuasa dan salinan KTP
Penerima Kuasa
2 Mendisposisian Permohonan Informas) Pubik kepada Koordnator PUHI dokumen Tt dsposisi
untuk diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. -—*‘
3 [Mendisposiskan Permononan Informas! Publik kepada Subkoordnator LIP dsposisi T jm dsposisi
untuk selesaikan sesuai keentuan yang berlaku.
4 permononan nformas pubik kepada Tim PPID uniuk dsposisi T jm dsposisi
melakukan verfikasidan ideniiasi atas permohonan nformasi publ ‘
5| elakukan verfikasi elengkapan permoonan informasi publk T # dsposisi 0 ment | laporan
2. Jika Tidak Lengkap, meminta kelengkapan persyaratan kepada Taporan Tt notfikasi
Pemohon melau (1) sura; 2) surat elektonik
ppid kernaker@kemnaker.go.d; (3) ayanan pesan singkat (SMS); (4)
Iayanan pengiriman pesan Whatsapp (5) telepon; atau langsung kepada
b.Jika YalLengkap, mencata permononan nformas pub dalam Register Toporan T jm Register | Nomor Register Permohonan
. dan sl formuir informasi Informsi (angka waktu 10
publk yang teah diberkan nomor pendaftaran kepada Pemohon sebagai hari kerjacimulai)
tanda bukt permohonan informasi pubik.
& Melengkapi Kekurangan persyaratan permohonan nformasi publk nolfikasi, kelengkapan Tt Regster | Nomor Regisler Permohonan
[ Informasi (angka waktu 10

hari kerja dimulai)

._Jika YalDikecualkan:
1) Menyusun (1) konsep nota dinas Koordinator PUHI kepada Karo
Humas; (2) konsep Pemberitahuan Tertulis dari PPID; dan (3) konsep
surat keputusan PPID mengenal Penolakan Permohonan Informasi

Iapororan, disposisi 2 jam draft

7| Melakukan identfikasi Permohonan Informasi Publk, terkat informasi yang Y T Taporan, disposisi 10 ment laporan
diminta termasuk informasi dikecualikan atau tidak
Y

Pubiik kepada Pemohon.
2) Menelit dan member paraf pada: (1) Konsep nota dinas Koordinator dispossi, drat T jam draft
PUHI kepada Karo Humas; (2) konsep Pemberitahuan Tertis PPID; v N
dan (3) konsep surat keputusan PPID mengenai Penolakan ’
Permohonan Informasi Publik kepada Pemohon.
3) Menandatangani nota dinas Koordinalor PU kepada Karo Humas, dispossi, drat T jam draft, surat Nota Dinas
dan menelt dan memberi paraf pada: (1) konsep Pemberitahuan
Tertulis PPID; dan (2) konsep surat keputusan PPID mengenal Y ’ Tl
penolakan permohonan nformasi kepada Pemohon
) Menerima laporan noa dinas Koordinator PUHI, dan disposisi, drafl, sural T han sural (1) Sural Pemberitahuan
menandatangani: (1) Pemberitahuan Tertulis PPID; dan (2) surat Tertuis PPID Kementerian
Keputusan PPID mengenai penolakan Permohonan Informasi Publi Y T Ketenagakerjaan dan surat
kepada Pemohon ‘ keputusan PPID Kementerian

Ketenagakerjaan mengenai
penolakan Permohonan
Informasi Publik kepada
Pemohon;

(2) Surat keputusan PPID
Kementerian Ketenagakerjaan
mengenai penolakan
permohonan informasi kepada

Pemohon
dan i itahuan Tertuls disposisi, sural 2 jam Taporan
PPID dan Surat Keputusan PPID mengenai penolakan Permohonan
Informasi Publik kepada Pemohon ."
b. Jika Tidak Dikeculikan, mengidentiikasi apakah informas Gikuasai oleh Y T Iapororan, disposisi 10 ment Taporan
PPID atau tidak.
1) Jika Yaldkuasai oleh PPID: \_\
) Melakukan verifikasi serta menyiapkan informasi dan/atau salinan Taporan, disposisi 1T jam Taporan
yang diminta oleh Pemohon
b) Menyusun: (1) konsep nota dinas Koordinator PUHI kepada Karo Taporan, disposisi 2 jam draft
Humas; dan (2) konsep Pemberitahuan Tertuls beserta
tanggapannya kepada Pemohon.
<) Meneli dan memara: (1) konsep nota dinas Koordinator PUHI disposisi draft T jam draft
kepada Karo Humas; dan (2) konsep Pemberitahuan Tertulis PPID 7|
beserta tanggapannya kepada Pemohon ,7 —
+
d) Menandatangani nota dinas Koordinator PUH kepada Karo 1 disposisi, draft 1 jam draft, surat Nota Dinas
Humas dan memaraf konsep Pemberitahuan Tertulis PPID Y T|
beserta tanggapannya kepada Pemohon
) Menandatangani Pemberitahuan Tertuis PPID untuk dapat 1l disposisi draft T han surat Surat Pemberitahuan Tertulis
disampaikan kepada Permohon r‘ )
) Tim PPID mengadministrasikan dan menyampaikan disposisi, sural 2 jam Taporan
Pemberitahuan Tertulis PPID beserta tanggapannya kepada
Pemohon.
2) Jika Tidak dikuasai/didokumentasi oleh PPID
a) Menyusun konsep surat permintaan tanggapan Kepala Biro Taporan, disposisi 2 jam draft
Hubungan Masyarakat kepada PPID Unit Kerja
b) Meneliti dan memaraf konsep surat permintaan tanggapan Karo T| | disposisi, draft 1T jam draft
Humas kepada PPID Unit Keria
<) Menelti dan memaraf konsep surat permintaan tanggapan Karo disposisi, draft 1T jam draft
Humas kepada PPID Unit Kerja
d) Kepala Biro Hubungan Masyarakat menandatangan konsep surat Y Z T disposis, draft 1 han surat Surat permintaan tanggapan
permintaan tanggapan yang ditujukan kepada PPID Uit Kerja di — yang ditujukan kepada PPID
Kementerian Ketenagakerjaan Unit Kerja
|
) Mengadministrasikan dan menyampaikan surat permintaan disposisi, surat 2 jam Taporan
tanggapan PPID Uit Kerja |
) Memberi tanggapan, terkait informasi yang dimohonkan dikuasai Y v T ‘ surat 2 hari surat Surat Tanggapan PPID Unit
PPID Uit Kerja atau tidak, melali surat yang ditujukan kepada ‘ Keria
9) Mendisposisikan surat tanggapan PPID Unit Kerja kepada Y T disposisi, surat 1 han disposisi
Koordinator PUHI untukdiselesaikan sesuai ketentuan yang
berlaku
) Mendisposisikan surat tanggapan PPID Unit Kerja kepada — disposisi 1 jam disposisi
Subkoordinator LIP untuk diselesaikan sesuai ketentuan yang 1
berlaku
i) Mendisposisikan surat tanggapan PPID Unit Kerja kepada Tim disposisi T jam disposisi
PPID untuk melakukan verifikasi tanggapan kepada Pemohon
) Menyusun konsep nota dinas Koordinator PUHI kepada Karo disposisi 2 jam draft
Humas dan konsep Pemberitahuan Tertuls beserta tanggapannya
kepada Pemohon “
K) Meneliti dan memaraf konsep nota dinas Koordinator PUHI disposis, draft 1T jam draft
kepada Karo Humas dan konsep Pemberitahuan Tertulis PPID % T
beserta tanggapannya kepada Pemohon
1) Menandatangan nota dinas Koordinator PUHI kepada Karo disposisi, draft 1T jam surat Nota Dinas,
Humas dan memaraf konsep Pemberitahuan Tertulis PPID % T
beserta tanggapannya kepada Pemohon ‘
m| Menandatangani Pemberitahuan Tertulis PPID untuk dapat disposisi, draft, surat T han surat (1) Pemberitahuan Tertulis
disampaikan kepada Pemohon Y T PPID
(2) Informasi dan salinan yang
dapat diberikan kepada
‘ Pemohon
) strasikan dan i Tertulis disposisi, surat 2 jam Taporan
PPID beserta tanggapannya kepada Pemohon
B

Menerima Tanggapan Permohonan Informasi ’ surat

Menyetujui,
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Selaku PPID
Kementerian Ketenagakerjaan

Dr. Sunardi Manampiar Sinaga, S.STP., M.M

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSYEY;'BESN
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